BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Peran

1. Pengertian

Istilah "peran" sering digunakan oleh banyak orang. Kita

sering mendengar istilah peran terkait dengan posisi atau jabatan

seseorang. Peran dikaitkan dengan yang dimainkan para aktor dalam

opera. Istilah "peran" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengacu pada

pemain drama atau film, pelawak, dan sederet tingkah laku yang

diharapkan dimiliki oleh orang yang ada berkedudukan di peserta didik.*

Istilah peran menurut para ahli:

a.

Peran menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari
suatu kedudukan (status), jika seseorang memenuhi hak dan

kewajibannya berdasarkan posisinya, maka dia berperan.

. Peran menurut menurut Abu Ahmadi, peran adalah ekspektasi yang

kompleks tentang bagaimana seseorang akan berperilaku dalam situasi
tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Peran menurut Koentrajaraningrat, mengacu pada perilaku seseorang
yang menentukan suatu jabatan, oleh karena itu konsep peran mengacu
pada pola perilaku yang diharapkan seseorang dengan kedudukan atau

jabatan tertentu dalam suatu organisasi atau sistem.

*Departemen Pendidikan Nasional,Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai

Pustaka,2005), hal 854
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Peran inheren (yang melekat) pada seseorang harus dibedakan
dari status sosial. Status sosial merupakan elemen statis yang menunjukkan
adanya tempat dalam fungsi, regulasi dan proses, sehingga seseorang
mendapat tempat dalam masyarakat dan berperan. Peran mengacu pada
tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang yang mendapat tempat dalam
masyarakat. Yang dimaksud dengan peran meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

1) Peran termasuk norma yang berkaitan dengan status seseorang dalam
masyarakat. Dalam pengertian ini, peran adalah serangkaian aturan
yang memandu kehidupan sosial masyarakat.

2) Peran mengacu pada konsep perilaku yang dapat dilakukan oleh
individu dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi. Peran juga dapat
dikatakan sebagai perilaku pribadi yang sangat penting bagi tatanan
sosial masyarakat.

3) Peran adalah rangkaian urutan yang disebabkan oleh posisi. Manusia
sebagai makhluk sosial cenderung hidup secara kolektif.

Berdasarkan penjelasan tersebut apabila dihubungkan dengan
Dinas Koperasi dan UMKM dapat diartikan bahwa, Peran adalah suatu
tindakan berupa rangkaian upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas
Koperasi karena kedudukannya sebagai gerakan ekonomi rakyat serta
sebagai badan usaha bersama berdasarkan asas gotong royong yang
diharapkan dapat memberikan pengaruh pada anggota serta masyarakat
sesuai dengan tujuan Dinas Koperasi yaitu mensejahterakan para pelaku

usaha UMKM.
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B. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
1. Pengertian

Koperasi berasal dari kata Cooperation atau Cooperative yang
berarti bekerjasama. Secara etimologis, koperasi terdiri dari dua suku kata
yaitu: co yang berarti bersama dan operation yang berarti bekerja.
Sehingga secara harfiah dapat dikatakan dengan bekerja sama ataupun
yang terkenal dengan istilah kebersamaan.” Menurut Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 Koperasi merupakan badan usaha yang
beranggortakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan
ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.

Koperasi sudah berkembang sejak awal sejarah manusia
hingga awal Revolusi Industri Eropa pada akhir abad ke-18 dan abad ke-
19. Mereka biasanya disebut sebagai koperasi sejarah atau bekas koperasi
Industri. Koperasi modern didirikan pada akhir abad ke-18, terutama untuk
menangani masalah-masalah sosial yang muncul pada awal revolusi
industri. Sejak saat itu, koperasi telah mengalami banyak perubahan baik
dari segi nama, tugas, fungsi, dan struktur organisasi. Penataan kembali
koperasi karena perlu disesuaikan dengan perkembangan, situasi dan
kebutuhan.

Dengan berkembangnya koperasi dan kompleksitas masalah

yang dihadapi dan diatasi, Koperasi bergerak maju di berbagai bidang dan

Budi  Untung,Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia,(Yogyakarta:
Andi,2005), hal.1
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memperkuat posisinya dalam pembangunan hingga tahun 1993,
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 96 Tahun 1993, tentang Kabinet
Pembangunan VI dan Keppres Nomor 58 Tahun 1993, telah terjadi
perubahan nama Departemen Koperasi menjadi Departemen Koperasi
menjadi bertambah dengan membina Pengusaha Kecil. Ini merupakan
perubahan yang strategis dan mendasar, karena pada dasarnya merupakan
kelompok ekonomi kecil secara keseluruhan dan harus ditangani secara
fundamental mengingat perekonomian tidak hanya sebatas pengembangan
koperasi saja. Sejalan dengan perkembangan dan tuntutan di lapangan,
dilakukan review terhadap struktur organisasi Kementerian Koperasi dan
Pembinaan Pengusaha Kecil, khususnya di unit-unit operasional.

Pada tahun 1998 terbentuklah Kabinet Pembangunan VII
berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 62 Tahun
1998, tanggal 14 Maret 1998, dan Keppres Nomor 102 Tahun 1998 telah
terjadi peningkatan pada namanya Departemen Koperasi dan Pembinaan
Pengusaha Kecil menjadi Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil. Ini
merupakan perbaikan kritis dan strategis karena kesiapan untuk melakukan
reformasi ekonomi dan keuangan dalam mengatasi masa krisis saat ini dan
mempersiapkan landasan yang kokoh, kuat bagi Koperasi dan Pengusaha
Kecil dalam memasuki persaingan bebas atau menantang era globalisasi.
Melalui Keppres Nomor 134 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Menteri Negara, maka Departemen Koperasi diubah menjadi Menteri
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Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah.

Rumusan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah (UMKM) vyaitu membantu presiden dalam merumuskan
kebijakan dan koordinasi kebijakan di dibidang koperasi dan usaha mikro
kecil dan menengah.
1) Rincian Tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) yaitu:

a) Merumuskan kebijakan pemerintah di bidang pembinaan koperasi
dan usaha kecil dan menengah.

b) Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang koperasi dan usaha
kecil menengah.

c) Mengkoordinasi kegiatan operasional lembaga pengembangan
sumber daya ekonomi rakyat.

d) Mengkoordinasi dan meningkatkan keterpaduan penyusunan rencana
dan program, pemantauan, analisis dan evaluasi di bidang koperasi
dan usaha kecil menengah.

e) Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di
bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

f) Wewenang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) yaitu:

g) Menetapkan kebijakan di bidang KUKM untuk mendukung
pembangunan secara makro.

h) Menetapkan pedoman untuk menentukan standar pelayanan
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minimun yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidang
KUKM.

1) Menyusun rencana nasional secara makro di bidang KUKM.

j) Membina dan mengawasi penyelenggaraan otonomi daerah yang
meliputi, pemberian pendoman, pelatihan, arahan dan supervisi di
bidang KUKM.

k) Menerapkan standar pemberian izin oleh daerah di bidang KUKM.

1) Menerapkan kebijakan sistem informasi nasional di bidang KUKM.

m)Menerapkan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang KUKM.

n) Menerapkan pedoman akuntansi koperasi dan pengusaha kecil
menengah.

0) Menetapkan pedoman tata cara penyertaan modal pada koperasi.

p) Dukungan dan kemudahan dalam pengembangan sistem distribusi
bagi KUKM.

q) Memberikan dukungan dan kemudahan dalam kerjasama antar
KUKM serta kerjasama dengan badan lainya.

2) Dasar Hukum terbentuknya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah berdasarkan:

a) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001.

b) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara.

c) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001
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tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

d) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2001
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara.

e) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Tata Kerja, dan Susunan Organisasi Kementerian Negara
Koperasi dan UKM.

f) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas,Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia.

C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
1. Pengertian

Secara umum, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
adalah usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan maupun
badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah upaya pengembangan usaha
tertentu untuk mempercepat pemulihan ekonomi guna mengakomodasi
program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi.
Sedangkan usaha kecil merupakan peningkatan dalam berbagai upaya
pemberdayaan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2008 Pasal 1 definisi tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

tersebut dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik
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orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi
kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak
langsung, dari suatu media atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria
Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha Menengah
adalah usaha ekonomi produktif yang bersifat mandiri, dilakukan oleh
orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang dari badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian dari, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha
kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan
tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 2
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berasaskan pada:

a) Kekeluargaan.
b) Demokrasi Ekonomi.
¢) Kebersamaan.
d) Efisiensi Berkeadilan.
e) Berkelanjutan.

f) Berwawasan Lingkungan.
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g) Kemandirian.

h) Keseimbangan Kemajuan, dan

1) Kesatuan Ekonomi Nasional.

2. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 3

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) didirikan antara lain: '’

a) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM agar
usahanya dapat tangguh dan mandiri.

b) Mewujudkan peningkatan struktur perekonomian negara.

c) Meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan
pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang

dipergunakan, yakni sebagai berikut:

1) Usaha Mikro

Adalah usaha produktif dan menguntungkan milik
perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro
menurut undang-undang, yaitu usaha mikro dengan kekayaan bersih
Rp50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha
tersebut berada. Hasil penjualan maksimum usaha mikro adalah Rp

300.000.000,- per tahun.

""Hadion Wijoyo,Digitalisasi UMKM,(Sumatra Barat: CV Insan Cendekia
Mandiri,2020), hal. 137
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2) Usaha Kecil

Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri
dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang merupakan anak
perusahaan atau perusahaan non cabang yang dimiliki, dikuasai atau
sebagai anggotanya, baik langsung maupun tidak langsung yang
memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang yang tercantum dalam Undang-Undang. adalah Usaha Kecil
dengan kekayaan bersih Rp50.000.000,- hingga jumlah maksimum
yang disyaratkan Rp500.000.000,-. Hasil penjualan tahunan berkisar
dari Rp 300.000.000,- hingga maksimum Rp 2,5.000.000.000,-.

3) Usaha Menengah

Adalah kegiatan ekonomi produktif yang didirikan sendiri,
dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan yang
dimiliki, dikuasai atau bagian dari, secara langsung atau tidak langsung
dengan memenuhi standar media. Pendapatan penjualan tahunan yang
diwajibkan oleh undang-undang yaitu Perusahaan menengah biasanya
diklasifikasikan sebagai perusahaan besar, kriterianya adalah bahwa
aset bersih yang dimiliki oleh pemilik bisnis memenuhi atau melebihi
jumlah aset bersih. Rp 500.000.000,- sampai dengan Rp
10.000.000.000,- tidak termasuk gedung dan tanah. Hasil penjualan
tahunan mencapai Rp 2,5.000.000.000,- hingga Rp50.000.000.000,-.

Berikut ringkasan perbedaan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan
Usaha Menengah:
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Gambar 2.1
No Uraian Kriteria
Asset Omset
1. Usaha Mikro Maks. 50 juta Maks. 30 juta
2. Usaha Kecil )0 juta-500 juta |0 juta-2,5 miliar
3. Isaha Menengah )0 juta-10 miliar } miliar-50 miliar

Keunggulan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, meskipun
skala bisnis yang diincar oleh bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) tidak sebesar perusahaan kelas kakap, banyak orang yang
nyaman berbisnis dalam level ini karena keunggulan yang ditawarkan pada
bisnis usaha mikro, kecil dan menengah serta keunggulan tersebut sulit
didapatkan di level bisnis raksasa. Salah satu keunggulan utamanya adalah
kemudahan mengadopsi inovasi dalam bisnis, khususnya di bidang teknis.
Adopsi teknologi terkini lebih mudah dilakukan untuk meningkatkan
pertumbuhan bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena
tidak memiliki birokrasi yang rumit dan sistem yang rumit. Selain
kemudahan penggunaan teknologi, keunggulan hubungan antar karyawan
terletak pada ruang lingkup dan fleksibilitas yang lebih kecil, yang
memungkinkan perusahaan beradaptasi dengan kondisi pasar yang

dinamis.

. Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Berdasarkan perkembangannya Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) di Indonesia dapat dibedakan dalam 4 kriteria,
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diantaranya:'!

a) Livelihood Activities, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari
nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Misalnya
adalah pedagang kaki lima.

b) Micro Enterprise, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
yang punya sifat pengrajin namun belum punya sifat kewirausahaan.

¢) Small Dynamic Enterprise, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) vyang telah memiliki jiwa enterpreneurship dan mampu
menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

d) Fast Moving Enterprise, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) yang punya jiwa kewirausahaan dan akan bertranformasi

menjadi sebuah Usaha Besar (UB).

. Permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Sebagaimana diketahui dari berbagai studi, bahwa dalam
mengembangkan usahanya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) menghadapi berbagai kendala baik yang internal maupun
eksternal. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain kurangnya
kesesuaian (terjadinya mismatch) antara dana yang tersedia yang
dapat diakses oleh UMKM, kurangnya pengetahuan atas teknologi
produksi dan quality control, kurangnya pengetahuan akan

pemasaran, keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Dari berbagai

“1bid hal.144
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permasalahan yang dihadapi UMKM. Modal sepertinya masih
menjadi salah satu prasyarat terpenting untuk menjalankan usaha.
Baik kebutuhan modal kerja maupun investasi.

Menurut Urata (dalam Pramiyanti: 2008) yang dikutip
oleh Idris Yanto Niode', ada beberapa faktor penghambat
berkembangnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) antara
lain kurangnya modal dan kemampuan manjerial yang rendah.
Meskipun permintaan usaha begitu meningkat akan tetapi masih
terkendala dana, seringkali tidak mungkin untuk memenuhi
permintaan tersebut. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses
informasi mengenai prosedur pendanaan dan keterbatasan
kemampuan untuk membuat proposal pendanaan. Sebagian besar,
usha kecil melakukan usaha tanpa perencanaan, pemantauan atau

evaluasi kegiatan usaha mereka.

5. Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) secara umum yakni: 13
a) Jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap, atau
bisa berganti sewaktu-waktu.
b) Tempat menjalankan usahanya berpindah sewaktu-waktu.

¢) Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi

PIdris Yanto Niode, Sektor UMKM di Indonesia: Profil, Masalah, dan Strategi
Pemberdayaan, Jurnal: Kajian Ekonomi dan Bisnis OIKOS-NOMOS. Vol. 2 No. 1 Tahun 2009
" Ibid, hall45-146.
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dan keuangan usaha masih distukan.

d) Sumber daya manusia (SDM) di dalamnya punya jiwa wirausaha yang
mumpuni.

e) Biasanya tingkat pendidikan SDM nya masih rendah.

f) Biasanya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum
memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke
lembaga keuangan non-bank.

g) Pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas, termasuk

NPWP.

. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia
memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena pasar yang sangat
luas, bahan baku yang mudah di dapat, dan sumber daya manusia yang
besar merupakan variabel yang mendukung perkembangan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut. Namun, ada hal yang perlu
diperhatikan dalam pengembangannya seperti halnya: pengembangan
usaha yang harus diikuti oleh manajemen yang baik, perencanaan yang
baik meminimalkan kegagalan, perolehan pengetahuan mendukung
keberlanjutan perusahaan, produksi yang efisien dan efektif, serta
mengelola sistem dan mencapai trobosan dan inovasi yang menjadikan
pembeda dari pesaing adalah suatu keberhasilan dalam usaha tersebut.
Dalam buku Pandji Anogara diterangkan bahwa secara umum sektor usaha

memiliki karakteristik sebagai berikut:
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a) Sistem pembukuan merupoakan sistem administrasi yang relatif
sederhana dan cenderung tidak mengikuti aturan akuntansi yang baku.
Pembukuan mungkin tidak up to date,sehingga menyulitkan untuk
menilai pekerjaan perusahaan.

b) Persaingan sangat ketat sehingga margin bisnis cenderung rendah.

¢) Modal terbatas.

d) Pengalaman manajemen dalam menjalankan usaha masih sanga
terbatas.

e) Skala ekonomi sangat kecil sehingga sulit untuk mengharapkan biaya
turun untuk mencapai titik efisiensi jangka panjang.

f) Keterampilan pemasaran dan tawa-menawar serta diversifikasi pasar
sangat terbatas.

g) Kemungkinan penghimpunan dana di pasar modal paling kecil
mengingat kendala sistem administrasi. Untuk menerima dana pasar
modal, perusahaan harus mengikuti sistem manajemen terpadu dan
transparan.

Karakteristik yang dimiliki usaha mikro adalah adanya
kerentanan yang berpotensi menimbulkan masalah. Hal ini menimbulkan
berbagai permasalahan internal, terutama yang berkaitan dengan
pembiayaan dan tampaknya sulit untuk dicarikan solusi yang jelas.

. Landasan Hukum Bisnis Syariah

Agama Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan Al-Hadits

sebagai pedoman bagi umat Islam memiliki fungsi tidak hanya mengatur
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aspek ibadah tetapi juga mengatur aspek muamalah, termasuk yang
berkaitan dengan usaha (bisnis) atau bekerja dan mendapatkan penghasilan
untuk memenuhi kebutuhan mereka dan untuk kelangsungan hidup. Setiap
muslim yang akan menjalankan kegiatan bisnis perlu mengetahui dengan
baik ketentuan hukum agama yang mengatur urusan bisnis agar tidak
terjadi kegiatan yang haram dan merugikan masyarakat.

Allah SWT telah memerintahkan hamba-Nya untuk mencari
apa yang telah dianugerahkan (kebahagiaan) di akhirat sambil tetap
mengambil bagian (kenikmatan) di dunia dan berbuat baik kepada orang
lain sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik kepada hamba-Nya.

QS. Al-Qashash:77

b b

[FESNA A

) o 2T ALW.GJT@ N3 U425

Artinya: Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah
dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu
di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah
berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi.
Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”
a. Filosofi Hukum Bisnis Syariah

Al-Qur’an memandang kehidupan manusia sebagai proses

yang berkelanjutan. Menurut Al-Qur’an, kehidupan manusia dimulai

"Kemenag Al-Qur’an Online, https://quran.kemenag.go.id/sura/28/77, diakses pada
tanggal 17 Juni 2021 pukul 13.36 WIB
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saat lahir dan tidak berhenti pada saat kematian. Kehidupan setelah
kematian adalah pilar iman, yang sangat penting dan esensial. Setelah
percaya kepada Allah SWT, dia berada di bawah level. Tanpa
kepercayaan pada masalah penting ini, semua kepercayaan dan struktur
dalam Alquran akan runtuh dan hancur.

Umat manusia tidak hanya harus berjuang untuk sukses di
dunia ini, tetapi juga harus berjuang untuk kesuksesan di masa depan.
Pekerjaan setiap orang akan berdampak besar pada diri seseorang, baik
positif maupun konstruktif, juga negatif dan destruktif. Ia bertanggung
jawab dan harus menanggung segala akibat dari perbuatan dan
transaksinya di dunia ini, kemudian di akhirat yang kemudian dikenal
dengan nama yaumul hisab karena hari itu juga dikenal dengan nama
yaum al-Diin.

. Pengertian Hukum Bisnis Syariah

Kata hukum yang dibakukan dan populer dalam bahasa
Indonesia, berasal dari bahasa Arab Al-Hukmu atau Hukm, jamak
Ahkam yang secara harfiah berarti; keputusan dan kekuasaan. Bisnis
dapat didefinisikan sebagai “segala bentuk aktivitas dari berbagai
transaksi yang dilakukan manusia guna menghasilkan keuntungan, baik
berupa barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup
masyarakat sehari-hari’.

Kata syariah (syariat) biasa disebut asy-syari’ah secara

harfiah berarti “jalan ke sumber air” dan “tempat orang-orang yang
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minum”. Orang-orang Arab menggunakan istilah ini khusus pada jalan
setapak menuju palung air yang tetap dan diberi tanda yang jelas
terlihat mata. Kata ini dikeluarkan dari kata syara’a syai yang artinya
“menjelaskan dan menyatakan sesuatu”, atau dikeluarkan dari kata asy-
syir’atu dan asy-syari’atu yang artinya suatu tempat yang
menghubungkan sesuatu untuk sampai pada sumber air yang tidak ada
habis-habisnya, sehingga orang yang membutuhkannya tidak lagi butuh
alat untuk mengambilnya.”

Syari’at sebagaimana dikemukakan Muhammad Sya’ban
Ismail adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT bagi hamba-
Nya berupa hukum-hukum, baik hukum keyakinan (‘aqaidiyyah),
hukum ‘amaliyah maupun hukum akhlak. Dengan demikian, syariat
merupakan peraturan yang telah ditetapkan Allah SWT kepada Nabi
Muhammad SAW bagi manusia yang mencakup keyakinan (‘gaid),
perbuatan (‘amaliah), dan akhlak.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa
hukum bisnis syariah adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan dan
ketentuan-ketentukan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis
secara syar’i atau sesual dengan syariah guna meningkatkan
kesejahteraan dan kemaslahatan manusia.

. Karakteristik Hukum Bisnis Syariah
Karakteristik Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran

dilandasi oleh landasan yang kokoh, yaitu perintah Allah SWT. Sumber
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hukum ekonomi adalah suatu sistem hukum yang komprehensif yang
memadukan antara prinsip bisnis dan moralitas secara bersamaan.
Tujuannya adalah untuk terciptanya perlindungan (himayah) bagi
kesejahteraan (kemaslahatan) masyarakat dengan memenuhi kebutuhan
primer (adh-dharuriyyat), kebutuhan sekunder (al-hajiyyat) dan
kebutuhan tersier (at-tahsiniyyah).

Ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan kesejahteraan
(kemaslahatan) terdapat dalam QS. Al-A’raf: 56

s St 2 AP JE e =2 <
C5 o) Gaby B35 558305 oals) 355 o)1 3 Tsdes Y

Artinya: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah
(diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut
dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada

orang yang berbuat kebaikan.”

D. Pengembangan
1. Pengertian

Pengembangan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan
kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral sesuai kebutuhan
melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan adalah kegiatan

pembelajaran yang diadakan dalam jangka waktu tertentu untuk

"Kemenag Al-Qur’an Online, https://quran.kemenag.go.id/sura/7/56, diakses pada
tanggal 17 Juni 2021 pukul 13.46 WIB
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meningkatkan kemungkinan peningkatan kinerja. Nadler (Hardjana
2011:11).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2002 Pengembangan merupakan kegiatan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu
pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi,
manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau
menghasilkan teknologi baru.

Simamora  (2010:287) mengemukakan  Pengembangan
merupakan proses jangka panjang yang dapat meningkatkan kemampuan
dan semangat karyawan sehingga dapat menjadi aset perusahaan yang
berharga.Pengembangan biasanya berkaitan dengan kemampuan
intelektual atau emosional yang diperlukan untuk meningkatkan
kemampuan kerja. Rencana pengembangan sumber daya manusia pada
dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan Kualitas dan kemampuan
sumber daya manusia dalam organisasi.

Menurut Anoraga (2007:66) Pengembangan Usaha ialah
tanggung jawab setiap pengusaha atau wirausahawan yang membutuhkan
visi, motivasi dan kreativitas. Jika setiap pengusaha bisa melakukan hal
ini, maka ada harapan besar bagi perusahaan kecil untuk menjadi
perusahaan menengah, atau bahkan perusahaan besar.

Menurut Brown dan Petrello (1976) Pengembangan usaha

adalah organisasi yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan
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masyarakat. Jika kebutuhan masyarakat meningkat, maka organisasi bisnis
akan meningkatkan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan tersebut
dan sekaligus menghasilkan keuntungan laba. Oleh karena itu, dapat
disimpulkan bahwa pengembangan usaha merupakan tanggung jawab
setiap pengusaha atau organisasi yang menghasilkan produk atau jasa yang
dibutuhkan masyarakat, yang memerlukan kejelian, motivasi dan
kreativitas untuk mengembangkan usahanya.
2. Pengembangan UMKM digambarkan melalui 4 aspek:

a) Kualitas Produk

Menurut American Society for Quality Control dalam Philip
Kotler (2004:94) Kualitas produk merupakan karakteristik umum dan
karakteristik produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuannya
untuk memenuhi kebutuhan tersurat maupun tersirat.

Menurut Kotler dan Amstrong yang dikutip Yunita Sawitri
dkk'®, kualitas produk merupakan kemampuan produk untuk
menjalankan fungsinya, termasuk kehandalan, daya tahan, kemudahan
penggunaan dan perbaikan serta atribut berharga lainnya dari produk.

b) Diversifikasi Produk

Menurut Ismanthono (2006:65) diversifikasi produk
merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan penjualan melalui
pengembangan produk baru atau yang sudah ada.

Menurut Primyastanto 92014:158) diversifikasi produk

Yuwita Sawitri, dkk. Pengaruh Kualitas Produk, Promosi, Faktor Sosial dan Faktor
Psikologi terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Matic Yamaha Mio di Yamaha Agung
Motor Semarang, Jurnal: Sosial dan Politik, Vol. 2 No. 2 Tahun 2013
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ialah menciptakan produk baru sesuai dengan target segmentasi pasar
berdasarkan selera konsumen dan daya beli.
¢) Produksi

Menurut Putong (2001:7) produksi merupakan suatu usaha
atau aktivitas yang meningkatkan tujuan (nilai guna) sesuatu. Jika kita
memberikan manfaat baru atau memberikan lebih dari formulir yang
ada, maka utilitas item akan meningkat.

Menurut  Khusaini  (2013:67) produksi ini  sering
didefinisikan sebagai kegiatan yang berguna dalam buku-buku tentang
teori ekonomi. Guna dalam hal ini berarti kemampuan, yaitu
kemampuan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan.

d) Keuntungan

Menurut Poniman dan Hidayat (2015:12) keuntungan
merupakan laba atau selisih niali penjualan terhadap biaya yang telah
dikeluarkan untuk menghasilkan atau memproduksi barang atau suatu
jasa.

Menurut Kasmir dan Jakfar (2013:7) keuntungan
merupakan tujuan utama dalam dunia bisnis. Hal ini terutama berlaku
untuk pemilik bisnis dalam jangka pendek dan panjang.

Penelitian Terdahulu
Telah banyak kajian yang membahas tentang peran Dinas
Koperasi dalam pengembangan produk unggulan UMKM baik yang berupa

buku, jurnal, maupun skripsi, oleh karena itu peneliti melakukan peninjauan
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terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai rujukan bahasan

di dalam penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Bohori'’ bertujuan untuk
mendeskripsikan tentang bentuk pengembangan dan pembangunan sektor
ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
pendekatan deskriptif yang mengurai data dan fakta yang didapat di
lokasi penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peran
Dinas Koperasi dan UMKM sangat penting bagi pengembangan dan
pembangunan sektor ekonomi di Surabaya. Pemerintah melalui Dinas
Koperasi dan UMKM sebagai fasilitator tidak hanya mengatur,
mengawasi, dan menindaklanjuti melainkan juga memberikan sarana dan
prasarana, pelatihan ketrampilan dan pemasaran guna mempercepat
pergerakan dalam sektor ekonomi kebijakan yang disusun oleh
pemerintah.

Perbedaan dari penelitian ini dimana mendeskripsikan bentuk
pengembangan UMKM unggulan di Kota Surabaya tersebut dengan
melakukan melalui ruang pelatihan maupun diklat. Sedangkan penelitian
selanjutnya fokus untuk pengembangan produk unggulan UMKM di
Kabupaten Tulungagung.

Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian

selanjutnya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif.

""Muhamad Bohori, Skripsi: “Peran Dinas Koperasi dalam Pengembangan UMKM
Unggulan di Surabaya” (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), hal 27
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Dhika Setia Budi'® bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan pengusaha UMKM di Tulungagung. Dalam
penelitian menggunakan deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran
atau penjelasan yang tepat terkait keadaan yang sebenarnya dari obyek
yang diteliti. Hasil dari penelitian ini yaitu dapat meningkatkan
kesejahteraan pengusaha UMKM dengan memberdayakan masyarakat
yang berimplikasi pada aspek perekonomian dan kesejahteraan
pengusaha UMKM. Dapat berhasil apabila para pelaku usaha memiliki 4
karakteristik yaitu kepemimpinan yang baik, manajerial yang baik,
produktivitas dan pemasaran yang baik.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu dimana peneliti ini
memiliki cara penyuluhan dan pelatthan guna meningkatkan
kesejahteraan pengusaha UMKM. Sedangkan penelitian selanjutnya
memfokuskan penelitiannya untuk pengembangan produk unggulan
UMKM melalui peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten
Tulungagung.

Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian
selanjutnya adalah penelitian menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Elsye Tiarawati'® bertujuan untuk

"®Dhika Setia Budi, Skripsi: “Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha UMKM di Tulungagung” (Tulungagung: TAIN
Tulungagung, 2019), hal 16

Elsye Tiarawati, Skripi: “Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) dalam Pemberdayaan Usaha Kripik Pisang di Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten
Tulungagung (Kajian Etika Bisnis Islam)” (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017), hal 19
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memberdayakan usaha binaan yang bernaung dibawahnya guna
meningkatkan peran koperasi dan UMKM dalam bidang produksi dan
distribusi. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu
memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat terkait keadaan yang
riil dari obyek yang diteliti. Hasil dari penelitian ini yaitu ada beberapa
aspek standarisasi dalam pemberdayaan dibidang produksi dan distribusi
yang diwujudkan sebagai kelayakan pada produk makanan dan minuman
antara lain meliputi produk harus memiliki kualitas yang baik dan bebas
bahan pengawet, produk yang dihasilkan dilarang mengandung barang
yang haram, setiap produk harus bersih dalam proses produksinya, setiap
produk makanan dan minuman harus ada batas konsumsi yang disebut
masa kadaluwarsa (expired date).

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu peniliti fokus untuk
memahami berlangsungnya proses pemberdayaan tehadap usaha binaan
berupa olahan kripik pisang dalam kajian etika bisnis islam. Sedangkan
penelitian selanjutnya fokus untuk melakukan pengembangan guna
menghasilkan produk unggulan UMKM di Kabupaten Tulungagung.

Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian
selanjutnya adalah sama-sama fokus dalam pengembangan produk
UMKM dan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan

deskriptif.
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4. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Wulandari® bertujuan untuk
menjawab permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha melalui bentuk
aksi pemberdayaan dari Dinas Koperasi UMKM dan PLUT KUMKM
serta impilkasinya terhadap kesejahteraan para pelaku usaha. Penelitian
menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Hasil
penelitian ini diketahui bahwa proses pemberdayaan yang diberikan
meliputi pemberian pelatihan kewirausahaan, bimbingan teknis, dan
pendampingan lapangan, dimana dalam pemberdayaan di bantu oleh
beberapa bidang yang bersangkutan, untuk Dinas Koperasi dan UMKM
meliputi bidang pemberdayaan usaha mikro, bidang pengembangan
usaha mikro, bidang promosi dan infomasi usaha mikro. Selain 3 bidang
Dinas Koperasi UMKM konsultan pendamping dan klinik Si UMI untuk
para pengusaha UMKM. Sedangkan untuk PLUT KUMKM juga
memberikan jasa konsultan pendamping meliputi bidang kelembagaan,
bidang sumber daya manusia, bidang produksi, bidang pembiayaan, dan
bidang pemasaran.

Perbedaan penelitian ini, pada penelitian ini yaitu peneliti
bertujuan untuk fokus dalam menjawab permasalahan yang dihadapi para
pelaku usaha serta implikasi yang terjadi dalam pemberdayaan guna
meningkatkan  kesejahteraan.  Sedangkan  peneliti  selanjutnya

memfokuskan para pelaku usaha guna pengembangan produk unggulan

*Tri Wulandari, Skripsi: “Peran Dinas Koperasi dan UMKM serta Pusat Layanan
Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan
Implikasinya terhadap Kesejahteraan Pengusaha UMKM di Kabupaten Tulungagung”
(Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019), hal 26
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UMKM Kabupaten Tulungagung.
Persamaan antara penelitian sebelumnya dan selanjutnya yaitu
penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Samantha Immanuel Panjaitan®'
bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pemberdayaan yang diberikan
kepada para usaha UMKM. Penelitian ini menggunakan pendeketan
kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan
gambaran suatu gejala tertentu. Hasil penelitian ini diketahui bahwa
Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan sudah mampu meningkat
pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui peningkatan
kualitas produk, diversifikasi produk, peningkatan jumlah produksi dan
peningkatan keuntungan usaha.

Perbedaan penelitian ini yaitu dimana peneliti memiliki cara
pemberdayaan dan pelatihan guna meningkatkan pengembangan produk
yang dihasilkan. Sedangkan penelitian selanjutnya memfokuskan
pengembangan produk unggulan melalui peran Dinas Koperasi UMKM
Kabupaten Tulungagung.

Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian
selanjutnya adalah sama-sama meningkatkan pengembangan produk

unggulan UMKM dan menggunakan metode penelitian kualitatif.

?'Samantha Immanuel Panjaitan, Skripsi: “Peran Pemberdayaan Dinas Koperasi dan
UMKM dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Medan (Studi pada Dinas
Koperasi dan UMKM Kota Medan)” (Medan: USU, 2019), hal 8
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6. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Sunariani, dkk* bertujuan
untuk menjawab permasalahan yang dihadapi UMKM sehingga perlu
diadakan pemberdayaan UMKM melalui program binaan di Provinsi
Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian
ini sudah memberikan pemberdayaan dengan melalui program binaan
yang dirasa cukup memberi peningkatan yang signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi pasar dosmetik dan Internasional Provinsi Bali.

Perbedaan penelitian ini yaitu dimana peneliti memfokuskan
proses pemberdayaan melalui program binaan yang diberikan oleh Dinas
Koperasi dan UMKM Provinsi Bali. Sedangkan penelitian selanjutnya
memfokuskan pengembangan produk unggulan yang diberikan melalui
peran Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Tulungagung.

Persamaan  antara penelitian sebelumnya dan penelitian
selanjutnya penelitian menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Christofer Ondang, dkk® bertujuan
untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Usaha
Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Dinas Kopersi dan UKM

Kabupaten Minahasa Terhadap kemandirian UMKM di Minahasa.

2Ni Nyoman Sunariani, dkk, Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
melalui Program Binaan di Provinsi Bali, Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Vol. 2 No. 1 Tahun
2017

BChristofer Ondang, dkk, Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha
Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupate Minahasa (Suatu Studi di Dinas Koperasi dan
UKM), Jurnal Jurusan IImu Pengetahuan, Vol. 3 No. 3 Tahun 2019
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Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa
pemberdayaan di Kabupaten Minahasa Dinas Koperasi dan UKM hanya
sebatas pemberian motivasi dan penyuluhan kewirausahaan bagi pelaku
usaha.

Perbedaan penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan
pemberdayaan terhadap pelaku usaha yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa.
Sedangkan penelitian selanjutnya memfokuskan pengembangan produk
unggulan yang diberikan melalui peran Dinas Koperasi dan UMKM di
Kabupaten Tulungagung.

Persamaan penelitian sebelumnya dan selanjutnya yakni
penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Alfu Nur Auliya®® bertujuan untuk
mengetahui strategi pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Magetan
masa pandemu covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
dalam mengembangan usaha memberikan strategi antara lain melalui
program fasilitasi, pelatihan diversifikasi produk usaha, pengembangan
promosi produk usaha mikro,peningkatan jaringan antar lembaga,
fasilitasi standarisasi produk usaha mikro. Berbagai program tersebut

dilaksanakan untuk membantu para pelaku usaha mikro di Kabupaten

*Alfu Nur Auliya, Skripsi: “Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Magetan dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Magetan Pada Masa Pandemi
Covid-19” (Magetan: IAIN Ponorogo, 2021), hal 15
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Magetan agar bangkit di tengah keterpurukan ekonomi pada masa
pandemi covid-19.

Perbedaan penelitian ini yaitu memfokuskan pada penyuluhan
dan pemberdayaan guna pengembangan usaha ditengah pandemi covid-
19. Sedangkan penelitian selanjutnya memfokuskan pengembangan
produk unggulan yang diberikan melalui peran Dinas Koperasi dan
UMKM di Kabupaten Tulungagung.

Persamaan penelitian sebelumnya dan selanjutnya yakni
penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Taranggana Gani Putra®” bertujuan
untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Daerah dan partisipasi pelaku
usaha dalam pengembangan UMKM manik-manik kaca di Kabupaten
Jombang. Dalam penelitian menggunakan deskriptif kualitatif yaitu
memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat terkait keadaan riil.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah memberikan peran
sebagai fasilitator dan katalisator. Pemerintah Kabupaten Jombang
sebagai fasilitator melalui berbagai kegiatan fasilitasi produksi, bantuan
sarana dan prasarana berupa pemberian alat penumbuk kaca dan tungku
pembakaran. Sebagai katalisator melalui kegiatan meliputi penetapan
manik-manik kaca sebagai produk unggulan jombang, promosi produk
dengan mengikuti pameran skala nasional dan internasional, bantuan

pengurusan HAKI, penyediaan modal bergulir dengan bunga rendah.

»Taranggana Gani Putra, Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Peklaku Usaha
dalam Pengembangan UMKM Manik-manik Kaca di Kabupaten Jombang, Jurnal Kebijakan dan
Manajemenen Publik, Vol. 3 No. 1 Januari-April 2015
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Perbedaan  penelitian ini  yakni peneliti memahami
berlangsungnya proses pemberdayaan untuk para pelaku usaha yang
diberikan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Jombang guna pengembangan
usaha manik-manik unggulan.Sedangkan penelitian selanjutnya
memfokuskan pengembangan produk unggulan yang diberikan melalui
peran Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Tulungagung.

Persamaan penelitian sebelumnya dan selanjutnya yakni
penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Cahya Nabila, dkk®® bertujuan untuk
mengetahui strategi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten
Sukabumi dalam pengembangan sektor Usaha Mikro dan Kecil.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil
penelitian ini yaitu pertama sasaran strategi Dinas Perdagangan,
Koperasi, dan UKM Kabupaten Sukabumi untuk mendapatkan legalitas
usaha yaitu Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Dinas memberikan
pelayanan publik dalam bentuk administrasi sesuai dengan Perbup
Nomor 78 Tahun 2017, namun masih saja ada yang belum
mendapatkannya. Disisi lain kebijakan yang ada sudah berjalan dengan
optimal sehingga dapat meningkatkan pengembangan strategi.

Perbedaan penelitian yaitu peneliti untuk mengetahui strategi
dalam pengembangan Sektor Usaha Mikro dan Kecil yang diberikan

melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi.

*Cahya Nabila, dkk, Strategi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten
Sukabumi dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro dan Kecil, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan
Humaniora, Vol. 5 No. 2 Agustus 2021
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Sedangkan penelitian selanjutnya Sedangkan penelitian selanjutnya
memfokuskan pengembangan produk unggulan yang diberikan melalui
peran Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Tulungagung.
Persamaan penelitian sebelumnya dan selanjutnya yakni
penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Kerangka Konseptual
Kerangka berfikir digunakan sebagai dasar atau landasan dalam
pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian
ini, serta hubungannya dengan perumusan masalah yang telah dirumuskan.
Mengacu pada konsep dan teori diatas, maka kerangka berfikir dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2

Meningkatkan

Peran dinas '
Pengembangan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah solusi yang tepat untuk
menjembatani terwujudnya pengembangan ekonomi kerakyatan, sehingga
pengembangan potensi produk-produk unggulan baik barang maupun jasa.
Tetapi masalah yang sering terjadi di Kabupaten Tulungagung menyangkut
UMKM untuk mengembangkan produk unggulan yaitu perlunya pembenahan

manajemen pasar, sarana dan prasarana pasar, ketersediaan pasar tradisional
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dan modern yang memadai dan jaringan pasar. Selain itu, akses permodalan
dan sumber daya manusia yang mumpuni. Sehingga produk yang dipasarkan
bisa menghasilkan kualitas yang baik dan keuntungan yang terdistribusi
secara proporsional, serta mampu menyerap tenaga kerja. Maka dari itu Peran
Dinas Koperasi UMKM di Kabupaten Tulungagung sangat penting untuk
mengembangkan produk unggulan UMKM yang ada di Kabupaten

Tulungagung.



